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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan 
pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang 
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar 
tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu 
melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka 
dariitu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia 
dinianak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional. 
Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang 
menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan 
jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, 
keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan 
tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. 
Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, 
sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang 
bermanfaat, beradab dan bermasa depan yang cerah. Akan tetapi tuntutan hidup 
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telah melatar belakangi mereka, sehingga kini mereka hanya bisa menerima dan 
meratapi nasib serta terus berharap nasibnya tersebut suatu saat akan berubah. 
Dalam menjamin hak-hak tersebut maka pemerintah menuangkannya pada 
suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 
yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda 
penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yangstrategis dan mempunyai ciri serta 
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada 
masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembangsecara optimal baik fisik, mental maupun sosial. 
Maka diperlukan adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan 
anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu dibentuk pula Komisi Nasional 
Perlindungan Anak dengan tujuan memantau, mamajukan dan melindungi hak-
hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang 
dilakukan oleh Negara, perorangan atau lembaga. 
Anak jalanan juga memiliki konotasi negatif di mata sebagian masyarakat, 
karena dianggap meresahkan atau menganggu ketertiban umum. Mereka yang 
masih kanak-kanak terkadang sudah terlibat di dalam aktifitas-aktifitas yang 
berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan dan tindak kriminal lainnya. 
Tetapi tidak semua anak jalanan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau 
kriminal, dengan sedikit uang yang diperoleh, mereka dapat bertahan hidup 
ditengah arus kehidupan kota yang sulit serta untuk memenuhi kebutuhan pangan. 
Pekerjaan yang dilakukan anak jalanan ini seharusnya perlu mendapat penangan 
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khusus dari pemerintah daerah dan dinas terkait, karena anak-anak usia dini yang 
seharusnya berada di sekolah malah berada di jalanan untuk bekerja.  
Sebagai anak-anak, mereka tetaplah menjadi aset bangsa yang harus 
dilindungi oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, 
dengan demikian sudah jelas bahwa perlindungan terhadap warga negara harus 
dilakukan tanpa terkecuali, termasuk juga perlindungan anak jalanan. Hal ini juga 
semakin diperjelas dengan sila ke dua dan ke lima dari Pancasila. Dalam upaya 
mewujudkan sila-sila tersebut diatas, Indonesia telah menjadi salah-satu negara 
yang merativikasi “The World Convention On The Rights of The Child 1989 
(Konvensi Hak Anak/KHA)”, dimana konvensi ini merupakan konvensi 
perjanjian internasional yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia 
dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas 
mengenai hak-hak anak, selanjutnya diperkuat lagi dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 Tugas pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta 
yang sesuai dengan keputusan Walikota Surakarta  No.3 Tahun 2008 adalah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan 
ketransmigrasian. Sedangkan fungsi Dinsosnakertrans adalah : 
1. Penyelenggaraan kesekretarisan dinas. 
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 
3. Penyelenggaraan rehabilitasi dan bantuan sosial. 
4. Penyelenggaraan informasi, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam 
dan luar negeri. 
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5. Pembinaan pengusaha dan organisasi pekerja, penyelesaian perselisihan 
dan pengupahan pekerja. 
6. Pengawasan norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. 
7. Penyelenggaraan ketransmigrasian. 
8. Penyelenggaraan sosialisasi. 
9. Pembinaan jabatan fungsional. 
10. Pengelolaan Unit Teknis Dinas. (UPTD) 
 
Dengan ditetapkannya tugas pokok dan fungsi tersebut, diharapkan 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta dapat menyadari dan bertanggung jawab dengan 
apa yang telah ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam 
penanganan anak jalanan. 
Kota Surakarta mempunyai jumlah anak jalanan mencapai angka tertinggi 
dengan jumlah anak jalanan 604 pada tahun 2009. Kemudian menurun hingga 
mencapai 68 anak Tahun 2010. Kenaikan jumlah anak jalanan juga terjadi pada 
Tahun 2011 dengan jumlah 87 anak jalanan. Di tahun 2012 mulai terjadi 
peningkatan jumlah anak jalanan yang berhasil di data oleh Dinsosnakertrans 
berjumlah 143 anak jalanan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel tentang 
daftar banyaknya anak jalanan di Surakarta tahun 2009 sampai dengan 2012. 
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Tabel 1.1 
Jumlah Anak Jalanan dari Tahun 2009-2012 
 
No. Tahun Anak Jalanan 
1. 2009 604 
2. 2010 68 
3. 2011 87 
4. 2012 143 
Sumber : Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta : 2014 
 
Permasalahan anak jalanan di Surakarta yang merupakan masalah 
kesejahteraan sosial dan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga 
sangat sulit bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menghilangkannya. Pada satu 
sisi mereka berkaitan erat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehingga menjadi mata pencaharian. Pada satu sisi yang lain anak jalanan juga 
mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan orang lain yang sedang 
menggunakan fasilitas jalan raya. Kota Surakarta sendiri mentargetkan menjadi 
kota yang benar-benar layak bagi anak pada tahun 2015. Fenomena anak jalanan 
di Solo berdasarkan Catatan Dinas Sosial terdapat 38 tempat mangkal anak 
jalanan di seluruh Surakarta, yaitu diantaranya: Lampu merah Panggung, 
Perempatan lampu merah Sekarpace, Taman Jurug, kampus UNS, Bis Kota, 
Perempatan Lampu merah Ngapeman, Pasar Kembang, Depan Kantor Pos besar, 
Terminal Tirtonadi, dll merupakan salah satu masalah sosial yang marak dalam 
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kehidupan ini karena adanya anak jalanan menimbulkan keamanan, ketertiban di 
jalan yang terganggu dan dapat merugikan pengguna jalan. Lebih parahnya anak 
jalanan merupakan posisi yang empuk dan rentan terhadap kekerasaan, kehidupan 
di jalan membuat banyak anak yang mengalami kekerasan, kriminalitas.  
Sungguh sangat mengenaskan nasib anak jalanan yang hidupnya dikuasai 
dengan penuh ancaman dan ketidaktenangan. Kondisi anak yang bekerja di jalan 
sangat memprihatinkan baik dari segi fisik atau psikis. Anak yang belum berumur 
pun seperti balita dan batita diikutkan orang tuanya untuk pemanis dalam 
mengemis atau mengamen, orang tuanya pasti juga berfikir dengan membawa 
balita pasti akan mendapat perhatian dari para pengguna jalan agar diberi uang 
dengan dalih akan berhasil. Bahkan orang tua mempekerjakan anaknya yang 
masih di bawah umur dan mereka menunggu anak-anaknya dipinggir jalan dan 
mengawasinya dari jarak jauh agar anaknya saja yang bekerja. Orang tua tersebut 
melakukan hal itu oleh kondisi kemiskinan dan ketidakpunyaan pekerjaan dan 
penghasilan secara tetap. Orang tua pada hakekatnya tidak menginginkan anaknya 
menjadi anak jalanan, tetapi karena kondisinya seperti itu, anak pun menjadi 
korban dalam urusan keluarganya dengan mempekerjakan dalam kehidupan 
jalanan bahkan jalanan yang liar itu menjadi teman akrab bagi anak.  
Hal itu terjadi ada beberapa faktor, kita bisa melihat dari sisi sosio kultural 
yang mana kehidupan sekitarnya merupakan lingkungan yang tidak mendukung 
bahkan banyak yang menjadi anak jalanan, selain itu faktor dalam diri keluarga 
yang memang tidak mengenyam pendidikan tinggi serta faktor ekonomi yang 
terhimpit sulitnya keuangan dan perekonomian keluarga, sehingga banyak anak 
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menjadi pekerja dan anak jalanan, bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan 
tinggal di jalanaan itu semua juga bisa disebabkan dari faktor itu tadi ditambah 
tidak ada orang yang memperdulikan mereka. Pada umumnya mereka mempunyai 
pekerjaan yang tidak tetap kadang mereka mengamen, berdagang asongan, 
menjual koran dan kadang ada pula yang menganggur saja. Aktifitas anak jalanan 
berbeda-beda berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Mereka yang berdagang 
asongan umumnya mempunyai jam kerja yang teratur, dari pagi hingga sore. 
Mereka yang mengamen umumnya mempunyai jam kerja yang tidak menentu, 
kadang siang, pagi atau malam hari.  
Upaya pengentasan anak jalanan dengan menggunakan cara merazia 
merupakan upaya represif yang dimiliki Dinsosnakertrans, dimana upaya tersebut 
tercantum dalam PP No. 31 tahun 1980. Begitu pula yang dilakukan oleh 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta, meskipun sangat rentan dengan masalah 
keadilan dan kemanusiaan, namun tetap dilaksanakan setiap bulannya. Razia 
dilaksanakan dengan berbagai tujuan, antara lain : 
1. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
khususnya masalah anak jalanan. 
2. Peningkatan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan warga 
kota dari gangguan anak jalanan. 
3. Mengurangi populasi anak jalanan di Kota Surakarta. 
4. Pembinaan mental sehingga merubah pola pikir anak jalanan di Kota 
Surakarta. 
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Razia yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu instansi pemerintahan 
saja. Dalam melaksanakan pengentasan anak jalanan, Dinsosnakertrans Kota 
Surakarta melakukan kerja sama agar pengentasan anak jalanan berjalan dengan 
efektif dan efisien. Dinsosnakertrans Kota Surakarta bekerjasama dengan 
beberapa instansi pemerintah, antara lain: Poltabes Surakarta, Satpol PP Kota 
Surakarta, Panti Sosial di Surakarta, dan Panti Sosial di luar Surakarta. 
Upaya pengentasan anak jalanan akan lebih efisien jika Dinsosnakertrans 
dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi keinginan anak jalanan di 
Surakarta. Secara umum, yang diinginkan dan dibutuhkan oleh anak jalanan 
antara lain : 
1. Uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. 
2. Sekolah bebas biaya. 
3. Hak anak dapat terpenuhi. 
Namun demikian, Dinsosnakertrans Kota Surakarta merasa mengalami 
banyak kendala dalam pengentasan anak jalanan di Kota Surakarta. Meskipun 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta telah mengetahui dan memahami apa yang 
menjadi keinginan dan kebutuhan para anak jalanan. Kendala yang dihadapi oleh 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta dalam pengentasan anak jalanan adalah : 
1. Kendala Internal  
Kendala internal adalah kendala atau hambatan yang muncul dari 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta. Kendala internal tersebut antara lain : a) 
Sumber Daya Manusia, b) Sarana dan Prasarana, dan c) Dana 
Penanggulangan. 
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2. Kendala Eksternal 
Kendala eksternal yang dimaksud adalah kendala yang muncul dari anak 
jalanan di Surakarta, antara lain : a) Pola pikir anak jalanan dan b) 
Pengaruh Lingkungan. 
 
Namun demikian dalam upaya pengentasan anak jalanan, 
Dinsosnakertranns Kota Surakarta juga menemui hal-hal yang dapat membantu 
tetap terlaksananya upaya tersebut, antara lain : a) Koordinasi yang baik dengan 
instansi pemerintah terkait, b) Kerjasama yang baik antar staff Dinsosnakertrans 
bidang sosial, c) kerjasama yang baik dengan Lembaga Sosial Masyarakat di Kota 
Surakarta. Dengan adanya faktor pendukung, maka upaya penanggulangan anak 
jalanan di Kota Surakarta masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. 
Dengan melihat latar belakang demikian penulis tertarik untuk dapat 
mengetahui tentang pertanggungjawaban pemerintah terutama Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dalam pengentasan Anak Jalanan.  
B. Perumusan Masalah  
Sesuai dengan alasan judul yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. “Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalam pengentasan anak jalanan di Kota Surakarta ?” 
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2. “Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengentasan anak 
jalanan di Kota Surakarta?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan berdasarkan penelitian mengenai pertanggungjawaban 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengentasan anak jalanan di 
Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Untukmenggambarkan atau mendeskripsikan pertanggungjawaban 
Dinsosnakertrans Kota Surakarta dalampengentasan anak jalanan. 
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak 
sebagai pertimbangan dan pemikiran dalam melanjutkan dan meningkatkan 
kualitas program serta meningkatkan tanggungjawab dalam segala program 
yang dikeluarkan Dinsosnakertrans Kota Surakarta. 
3. Untuk menambah pengetahuan berdasarkan pengalaman dari apa yang 
didapat di lapangan. 
4. Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana S-1 di Jurusan Ilmu 
Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang 
dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi 
pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya. 
11 
 
 
 
b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun 
mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih 
mendalam mengenai pertanggungjawaban dinas sosial tentang 
pengentasan anak jalanan di Kota Surakarta. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Dinas Sosial 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan 
guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka pengentasan anak 
jalanan dan masalah sosial lainnya. 
b. Bagi Penulis 
Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan 
teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat 
menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman. 
c. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai anak jalanan di Kota Surakarta. 
 
 
 
 
 
